BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam
terhadap Pencegahan Tindakan Perundungan di Sekolah (Studi Kasus di SMP
Negeri 2 Panyabungan), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep pencegahan tindak pidana perundungan di SMP Negeri 2
Panyabungan menurut Hukum Pidana Islam dilakukan melalui upaya
pendidikan akhlak, pembinaan karakter, pengawasan, pemberian pemahaman
mengenai bahaya perundungan, serta kerja sama antara sekolah, guru, orang
tua, dan siswa. Namun, berdasarkan hasil penelitian, tindakan perundungan
masih terjadi dalam bentuk verbal, sosial, fisik dengan intensitas sedang, dan
cyberbullying. Perundungan tersebut dipengaruhi oleh faktor teman sebaya,
kurangnya pengawasan, penggunaan media sosial, kurangnya pemahaman
mengenai batas antara candaan dan perundungan, faktor keluarga, serta belum
optimalnya mekanisme pelaporan. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam,
pencegahan tersebut sejalan dengan prinsip al-wigayah, sadd al-dzari’ah,
amar ma’ruf nahi munkar, dan maqgashid al-syari’ah, khususnya
perlindungan jiwa, akal, kehormatan, dan kemaslahatan anak. Oleh karena itu,
pencegahan perundungan: tidak cukup dilakukan setelah peristiwa terjadi,
tetapi harus dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi
pada pembentukan akhlak serta terciptanya lingkungan sekolah yang aman.

2. Penerapan sanksi bagi pelaku perundungan di SMP Negeri 2 Panyabungan
menurut perspektif Hukum Pidana Islam pada dasarnya masih bersifat reaktif
dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan konsep fa zir yang edukatif dan
restoratif. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, pemanggilan orang tua,
pembinaan, konseling, permintaan maaf, dan tindakan administratif sesuai
dengan tingkat pelanggaran. Dalam Hukum Pidana Islam, sebagian besar
tindakan perundungan, terutama penghinaan, intimidasi, pengucilan, dan
cyberbullying, dapat dikategorikan sebagai jarimah ta’zir, sedangkan
perundungan fisik yang menimbulkan luka berat dapat berkaitan dengan gisas

62



atau diyat sesuai dengan akibat perbuatannya. Karena pelaku pada umumnya
masih berusia anak atau remaja, penerapan sanksi harus mempertimbangkan
usia, kondisi psikologis, tingkat kesalahan, dampak terhadap korban, serta
tujuan perbaikan perilaku. Dengan demikian, sanksi yang paling sesuai adalah
sanksi yang proporsional, mendidik, melindungi korban, memulihkan
hubungan sosial, dan mencegah terulangnya perbuatan, bukan sanksi yang

semata-mata bersifat membalas atau mempermalukan pelaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai

berikut:

1.

Bagi pihak sekolah, diharapkan..agar upaya pencegahan tindakan
perundungan terus ditingkatkan melalui pembinaan keagamaan, pendidikan
karakter, pengawasan terhadap siswa, serta penyediaan mekanisme pelaporan
yang mudah dan aman bagi korban maupun siswa yang mengetahui adanya
tindakan perundungan.

Bagi guru dan tenaga pendidik, diharapkan dapat memberikan perhatian dan
pendampingan secara berkelanjutan kepada siswa, baik korban maupun
pelaku, serta menerapkan sanksi yang bersifat edukatif dan pembinaan sesuai
dengan prinsip fa'zir, sehingga sanksi tidak hanya memberikan efek jera
tetapi juga mendorong perubahan perilaku siswa.

Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan sikap saling menghormati,
menjaga kehormatan dan perasaan sesama, serta berani melaporkan tindakan
perundungan kepada guru atau pihak sekolah agar dapat segera ditangani dan

tidak menimbulkan dampak yang lebih besar.
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Lampiran Wawancara Di SMP Negeri 2 Panyabungan

Wawancara Kepada Kepala Sekolah

1.

Bagaimana kebijakan umum SMP Negeri 2 Panyabungan dalam menciptakan
lingkungan sekolah yang bebas dari bully?

Program preventif apa saja yang telah dirancang dan dijalankan sekolah untuk
mencegah bully (misalnya: program sekolah ramah anak, sosialisasi, pembinaan
rutin)?

Sejauh mana nilai-nilai pendidikan agama Islam dan akhlak diintegrasikan ke
dalam tata tertib atau program pencegahan kekerasan di sekolah ini?

Apakah sekolah memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TP2K)?
Jika ada, bagaimana struktur dan perannya?

Apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi sekolah dalam
mengimplementasikan sistem pencegahan bully secara sistematis?

Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) penjatuhan sanksi bagi siswa
yang terbukti melakukan perundungan di sekolah ini?

Apakah sanksi yang diberikan sekolah lebih bersifat menghukum (represif) atau
mendidik/memperbaiki (edukatif/restoratif)? Bisa diberikan contoh konkretnya?
Bagaimana sekolah memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak melanggar
hak anak, namun tetap memberikan efek jera (zawajir) dan perbaikan akhlak
(islah) bagi pelaku?

Apakah ada pelibatan orang tua dalam proses penjatuhan sanksi dan pembinaan

pelaku? Bagaimana respon orang tua terhadap pendekatan yang dilakukan
sekolah?

Wawancara Kepada Guru Bimbingan Konseling (Bk)

1.

8.
9.

Bagaimana mekanisme pelaporan dan deteksi dini kasus bully yang berlaku di
SMP Negeri 2 Panyabungan?

Upaya preventif apa yang paling efektif dilakukan oleh Guru BK/TP2K untuk
menutup celah terjadinya bully (konsep sadd al-dzari'ah) di lingkungan sekolah?
Bagaimana peran guru dalam melakukan pengawasan (kontrol sosial / amar
ma'ruf nahi munkar) saat jam istirahat atau di luar kelas?

Apakah ada "kotak pengaduan" atau saluran khusus bagi siswa untuk melaporkan
kasus bully? Seberapa efektif saluran tersebut?

Bentuk bully apa yang paling sering terjadi di sekolah ini (verbal, fisik, sosial,
atau cyberbullying)?

Apakah ada pendampingan konseling atau pendekatan spiritual (seperti
membimbing pelaku untuk bertaubat dan meminta maaf secara tulus / islah)
sebelum sanksi administratif diberikan?

Bagaimana bentuk sanksi edukatif (analogi ta'zir) yang diterapkan oleh sekolah?
(Misal: kerja sosial, kelas empati, permintaan maaf publik).

Apakah ada pendampingan bagi korban untuk pemulihan psikologisnya?
Bagaimana evaluasi Bapak/Ibu terhadap efektivitas sanksi yang diberikan?

10. Apakah pelaku benar-benar menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya?

68



Wawancara kepada Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

1.

Bagaimana Bapak/Ibu menanamkan konsep #hifzh al-'ird (menjaga kehormatan)
dan hifzh an-nafs (menjaga jiwa) kepada siswa agar terhindar dari perilaku bully?
Apakah materi tentang bahaya bully, ghibah (menggunjing), dan fitnah sudah
diintegrasikan secara eksplisit dalam pembelajaran PAI di kelas?

Bagaimana peran guru PAI dalam membentuk karakter siswa (tazkiyatun nafs)
agar memiliki empati dan tidak menjadi pelaku maupun penonton (bystander)
bully?

Apakah ada program pembiasaan keagamaan (seperti shalat Dhuha, kultum, atau
membaca Al-Qur'an) yang berfungsi sebagai pencegahan internal terhadap
perilaku bullying?

Dari perspektif Hukum Pidana, Islam (Figh Jinayah), bagaimana pandangan
Bapak/Ibu terhadap bentuk-bentuk sanksi yang diterapkan sekolah kepada pelaku
bully saat ini?

Apakah sanksi yang ada di sekolah sudah mencerminkan konsep ta'’zir (sanksi
yang mendidik dan preventif) dalam Islam?

Bagaimana cara sekolah membimbing pelaku bully agar menyadari kesalahannya
secara spiritual (taubat nasuha) dan memperbaiki hubungan dengan korban
(ukhuwah)?

Menurut Bapak/Ibu, apakah semangat Kanun Jenayah Syariah Brunei (yang
sangat keras melindungi kehormatan dari sabb dan gadzaf) bisa diadopsi dalam
bentuk sanksi moral/sosial di sekolah ini?

Wawancara Kepada 4 Siswa

1.

Apakah kalian merasa aman dan nyaman belajar di SMP Negeri 2 Panyabungan?
Apakah pernah melihat atau mendengar adanya tindakan bully (verbal, fisik, atau
di media sosial)?

Apakah sekolah serings-memberikan sosialisasi atau nasihat agama tentang bahaya
mengejek teman dan menjaga lisan/perbuatan?

Jika kalian melihat teman di-bu/ly, apakah kalian tahu kepada siapa harus
melapor? Apakah kalian takut melapor?

Menurut kalian, apa penyebab utama teman-teman melakukan bu/ly di sekolah ini?
Menurut kalian, apakah hukuman/sanksi yang diberikan sekolah kepada siswa
yang melakukan bu/ly sudah adil dan membuat mereka sadar?

Jika ada teman yang dihukum karena mem-bully, apakah setelah dihukum
perilakunya berubah menjadi lebih baik, atau malah diam-diam membalas
dendam?

Menurut kalian, bentuk hukuman seperti apa yang paling tepat agar teman yang
melakukan bully benar-benar menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya?
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Lampiran Data Kasus
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Lampiran SOP dan TP2K
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Pasal 6

Tindak kek, i
NATALamafa'T:;":‘ di lingkungan SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN KAB. MANDAILING

1.

Pelecehan merupak
maupun non verbal;

Perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau
y us| us y
menyusahkan; e

an tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring baik verbal

3. Penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan
penindasan;,

4. Perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau.adu tenaga,

5. Perpeloncoan merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan
baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya;

6. Pemerasan merupakan ti perihal, cara, perbuatan memeras, ]

7. Pencabulan mempaianmﬁ:::nk; es, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak
senonoh, melanggar ke nan :

8. Pemerkosaan nngnegmpaksa?xp:nd herbuatan, cara menundukkan dengan
kekerasan, memaksa dengan atau menggagahi; ki

o. Tindak kekerasan atas dasar erhadap suku, agama, ras, da 3
antargolongan (sara) bentuk pembedaan, pengecuaiian,
pembatasan, atau ' asa a sara yang mengakibatkan pencabutan
atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia
dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan;

10. Tindak kekerasan ?I aimana di peraturan perundang- undangan.

L- BAB IV ~J

Pencegahan tindz

olah di luar
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4. Segera melapork
telah ada dup an kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila

i " gaan/gejala akan terjadi X : aita
: :ﬂ'g‘n'ﬁ:"alkksepagai korban maupunr]pel':m. tindak kekerasan yang melibatkan pes
dan ‘pal?a; :Zf,f,?d’}}fa agtalra lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan,
6. Membentuk N dalam rangka pencegahan;

tim pencegahan da ala
Sekolah yang te rdiri%?i: n penanganan kekerasan dengan keputusan Kep

7. Kepala sekolah;

8. Perwakilan pendidik;

9. Perwakilan peserta didik; dan

10. Perwakilan orang tua/wali.

11. Pembentukan dan tugas tim pencegahan dan penanganan dimaksud parsmeion
Surat Keputusan Kepala Sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan -
NEGERI 2 Panyabungan Kab. Mandailing Natal;

12. Memasang layanan pengaduan tindak kekerasan di SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN
KAB. MANDAILING NATALyang mudah diakses oleh peseria didik, pendidik, orang
tua/wali, dan masyarakat.

BABV
PENANGGULANGAN
Pasal9

Penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN KAB.
MANDAILING NATALdilakukan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan
pendidikan, komite sekolah, orang tuaiwali murid, masyarakat, dinas, pemerintah
kabupaten/kota, pemerintah provinsi, Kementerian, dan Pemerintah sesuai kewenangannya

dengan mempertimbangkan:

Kepentingan terbaik bagi peserta didik;
_ Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
Persamaan hak (tidak diskriminatif);
Pendapat peserta didik;
Tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif; dan
Perlindungan terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

s Al S o

Pasal 10

Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh SMP _NEGERI-2 PANYABUNGAN KAB.
MANDAILING NATALmeliputi: i '

1. Memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di SMP
NEGERI 2 Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
2. Melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang
man peserta didik bai; ai korban maupun pelaku;
3 an identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka pena
tindak kekerasan peserta didik; ‘ \ ' heias i
4 Menindaklanjul kasus tersebul secara proporsional sesuai denga
. A proporsional sesuai dengan tingkat tindak
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N

5. Betkoord.nasi
denga :
kekerasan; gan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak

6. Menjamin h :
7- Memfasilita;kpzien?;:g:‘k untuk tetap mendapatkan pendidikan;
hak perlindungan hukum-l . baik sebagai korban maupun pelaku, untuk men

8. Memberikan .
:lﬁndakan keke‘aggg!hlasn dan/atau fasilitasi kepada peserta didik yang mengalami

9. Mela "
Segel?:r: a:b"(lepad-a Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur dengan
bEFaVcacgt ;i:.:/ekrlad' tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup
Daerah; dan ik/kematian untuk dibentuknya tim independen oleh Pemerintah

10. aﬂtilaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak
ekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian.

dapatkan

BAB VI
SANKSI
Pasal 11

SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN KAB. MANDAILING NATALmemberikan sanksi kepada
peserta didik dalam rangka pembinaan berupa;

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis; dan.__
3. Tindakan lain yang bersifat edukatif.

SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN KAB. MANDAILING NATALmemberikan sanksi kepada
pendidik, tenaga kependidikan atau pihak lain dalam rangka pembinaan berupa;

4. Teguran lisan;

5. Teguran tertulis; dan
6. Melimpahkan pada instansi terkait sesuai dengan mekanisme dan kewenangannya.

Pasal 12

_ Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan bagi
pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik atau pihak lain yang terbukti
melakukan tindak kekerasan di lingkungan SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN KAB.
MANDAILING NATALatau terbukti lalai melaksanakan tugas dan fungsinya yang
mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan di lingkungan SMP NEGERI 2

Panyabungan Kab. Mandailing Natal
Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak menghapus

pemberian sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
BAB VIl
PEMBIAYAAN
Pasal 13
SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN KAB. MANDAILING NATALsesuai dengan
kewenangannya wajib mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim pencegahan

dan penanganan kekerasan melalui RKAS.
BAB Vil
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KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

SMP NEGERI 2 PANYABUNGAN KAB. MANDAILING NATALtidak dapat menuntut
secara hukum atau memberikan sanksi dalam bentuk apapun kepada tindak

pelapor
kekerasan, kecuali laporan tersebut tidak benar berdasarkan hasil penilaian oleh Tim
pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

SMP NEGERI 2 Panyabungan Kab. Mandailing Natal menyediakanlayanan
pengaduan tindak kekerasan sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 15

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam keputusan ini berlaku
terhadap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan SMP NEGERI 2 Panyabungan
Kab. Mandailing Natal

Jika tindak kekerasan terjadi di lual

r lingkungan SMP NEGERI 2 Panyabungan Kab.
Mandailing Natal, tim wajib an.

1. Standar Operasional SOP) ini pada tanggal ditetapkan;
Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan u kekeliruan akan diadakan
pembetulan seba*i/,ana mestinya.

~J

v

87



Lampiran : |
Nomor 424/ 088/smpn2 / 2026

Tanggal 14 Juli 2026
Tentang  : Pembentukan Tim Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

No Nama Perwakilan Unsur Jabatan dalam TPPK
1. |Ardiyanto, S.Pd. Pendidik/ Wakil Kepala Koordinator
Sckolah
2. |Wulida Khotmi Rangkuti,| Pendidik Anggota
Pd

) e

3. ur Azisah Nasution, Pendidik \ "

'
\ Anggota
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A. Identitas Pribadi

1.
2.

9

e e

Nama

Tempat/ Tgl Lahir
2003

Agama

Jenis Kelamin
Anak Ke

Alamat
Kewarganegaraan
No. Telepon/Hp
E-mail

B. Pendidikan

1.

SDN 081 Panyabungan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

: Nur Hamidah Dly
: Sipolu-polu, 10 November

: Islam

: Perempuan

i1

: Sipolu-polu

: Indonesia

: 087829199855
: daulaynurhamidah349@gmail.com

2. SMP Negeri 1 Panyabungan
SMK Negeri 1 Panyabungan

4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Madina
C. Identitas Orang Tua

3.

1.

ol

Nama Ayah
Agama
Pekerjaan
Alamat
Nama Ibu
Agama
Pekerjaan
Alamat

: Udin Parluhutan Dly
: Islam

: Buruh Harian Lepas
: Sipolu-polu

: Rosmina Wati Nst

: Islam

: Ibu Rumah Tangga

: Sipolu-polu
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